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PUTUSAN

Nomor 1107/Pdt.G/2019/PA.Tgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggarong yang memeriksa dan mengadili perkara

tertentu pada tingkat pertama  dalam  sidang majelis hakim  telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Untari Triani Wulandari Binti R Subagio As, tempat dan tanggal lahir

Sanga Sanga, 26 Maret 1984, agama Islam, pekerjaan

Mengurus  Rumah  Tangga,  Pendidikan  Sekolah

Lanjutan Tingkat  Pertama,  tempat  kediaman di  Jalan

Pangeran  Hidayat,  RT.15,  Kelurahan  Sanga  Sanga

Dalam,  Kecamatan  Sanga-Sanga,  Kabupaten  Kutai

Kartanegara sebagai  Penggugat;

melawan

Opi Apriansyah Alias Apriansyah Bin H Nor Ipansyah, tempat dan

tanggal lahir Sanga Sanga, 03 April 1983, agama Islam,

pekerjaan  Kontraktor  Pertamina,  Pendidikan  Sekolah

Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Abdul

Mutolib, No. 06  RT.16, Kelurahan Sanga Sanga Dalam,

Kecamatan  Sanga-Sanga,  Kabupaten  Kutai

Kartanegara sebagai  Tergugat; 

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah  mendengar  keterangan  Penggugat   dan  para  saksi di  muka

sidang; 

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Oktober 2019

telah  mengajukan  permohonan  Cerai  Gugat,  yang  telah  terdaftar  di
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Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Tenggarong,  dengan  Nomor

1107/Pdt.G/2019/PA.Tgr,  tanggal  07  Oktober  2019,   dengan  dalil-dalil  pada

pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah,

menikah pada tanggal 20 Januari  2001, terdaftar pada Kantor Urusan

Agama  Kecamatan  Sanga-Sanga,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,

dengan Kutipan Akta Nikah 009/09/I/2001 tanggal 20 Januari 2001;  

2. Bahwa  setelah  pernikahan  tersebut  Penggugat  dan  Tergugat

membina rumah tangga dan berkumpul  sebagaimana layaknya suami

isteri  dan  bertempat  tinggal  rumah orangtua  Tergugat  di  Jalan  Abdul

Mutolib, No. 06, RT. 16, Kelurahan Sanga Sangan Dalam, Kecamatan

Sanga-Sanga, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 16 tahun;  

      3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai

tiga orang anak bernama: 

           a.   M. Risal Nursandi, lahir di Sanga Sanga 22 Juli 2001; 

           b.   Naila Davina Zahra, lahir di Sanga Sanga 01 Juli 2006; 

           c.   Atha Reivan Alfarizi, lahir di Sanga Sanga 27 Maret 2019; 

      4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula

berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat

dengan  Tergugat  sering  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  yang

mengakibatkan  hubungan  Penggugat  dengan Tergugat  pada  akhirnya

menjadi tidak harmonis lagi;  

    5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan

Tergugat  menjalin  hubungan asmara dengan wanita  lain,  hal  tersebut

Penggugat  ketahui  berdasarkan  informasi  tetangga  dan  chating  serta

foto Tergugat dengan wanita tersebut,  dan ketika Penggugat bertanya

perihal tersebut kepada Tergugat, namun Tergugat tidak mengakuinya;  

  6.  Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  Penggugat  dengan

Tergugat  terjadi  pada  bulan  Maret  tahun  2017,  yang  akibatnya

Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman dikarenakan Penggugat

pergi meninggalkan rumah orang tua Tergugat dan sejak itu pula tidak

pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;  
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     7.  Bahwa setelah berpisah tempat kediaman, Tergugat menikah secara siri

dengan wanita tersebut;  

     8.  Bahwa  atas  sikap  dan  perbuatan  Tergugat  tersebut,  Penggugat

menyatakan  tidak  sanggup  mempertahankan  rumah  tangga  bersama

Tergugat,  oleh  karena  itu  Penggugat  mengajukan  masalah  ini  ke

Pengadilan Agama Tenggarong;  

Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  tersebut, Pemohon  memohon  kepada

Pengadilan  Agama  Tenggarong,  agar  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

sebagai berikut:

PRIMAIR:

1.Mengabulkan gugatan Penggugat;  

2.Menjatuhkan  talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Opi  Apriansyah  alias

Apriansyah  bin  H.  Nor  Ipansyah) terhadap  Penggugat  (Untari  Triani

Wulandari binti R. Subagio. AS);  

3.Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai aturan yang

berlaku;  

  SUBSIDAIR:

 Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; 

Bahwa  pada  persidangan  yang telah  ditetapkan  Penggugat   telah

datang  menghadap  di  persidangan,  sedangkan  Tergugat  tidak  datang

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap

sebagai  wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  surat  panggilan

(relaas)  tanggal 17 Oktober 2019 dan relaas tanggal 7 November  2019 yang

dibacakan di persidangan, Tergugat   telah dipanggil  secara resmi dan patut,

sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat   tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat   agar berpikir untuk tidak

bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat  tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk

bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat  tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,
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selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat  yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  untuk menguatkan  dalil-dalil  gugatannya, Penggugat   telah

mengajukan bukti berupa:

A.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Surat:

Fotocopi  Kutipan  Akta  Nikah  dari  Kantor  Urusan  Agama  Kecamatan

Sanga-Sanga,  Kabupaten  Kutai  Kartanegara,  dengan  Nomor

009/09/I/2001 tanggal 20 Januari 2001, bermeterai cukup, sesuai aslinya

dan diberi kode P;  

B.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Saksi:

1. Doddy Tressiyo bin R. Subagio,  umur 39 tahun, agama Islam,

pekerjaan  swasta,  tempat  kediaman  di  JL P.  Hidayat  RT  16  RW 3

Kelurahan Sanga Sanga Dalam Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten

Kutai  Kartanegara    di  bawah  sumpahnya  memberikan  keterangan

sebagai berikut:    

- Bahwa  saksi  kenal  dengan  Penggugat  karena  sebagai kakak

kandung Penggugat;

- Bahwa   setelah  menikah,  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup

berumah tangga  dalam keadaan rukun, dan   dikaruniai tiga orang

anak;

- Bahwa  kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat  pada

mulanya rukun dan harmonis,  tetapi  akhir-akhir  ini  tidak harmonis

lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa perselisihan   dan  pertengkaran disebabkan,    Tergugat

menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

- Bahwa sejak  tahun 2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal;

- Bahwa  saksi  pernah  berusaha  merukunkan   Penggugat  dan

Tergugat,  tetapi tidak berhasil;
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2.  Bobby Ertanto bin Robyanto, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan

swasta,  tempat  kediaman  di  JL  Dagang  Kelurahan  Sanga  Sanga

Dalam  Kecamatan  Sanga  Sanga  Kabupaten  Kutai  Kartanegara   di

bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

-   Bahwa  saksi kenal dengan Penggugat karena sebagai saudara

sepupu  Penggugat;

-   Bahwa  setelah  menikah,  Penggugat  dengan Tergugat  hidup

berumah tangga  dalam keadaan rukun,  dan    dikaruniai  tiga orang

anak;

-  Bahwa  kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada

mulanya rukun dan harmonis, tetapi akhir-akhir ini tidak harmonis lagi,

sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

-   Bahwa  perselisihan  dan  pertengkaran  disebabkan,  Tergugat

menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

-   Bahwa  sejak   tahun  2017   Penggugat  dan  Tergugat  telah

berpisah tempat tinggal;

-   Bahwa  saksi  pernah  berusaha  merukunkan   Penggugat  dan

Tergugat,  tetapi tidak berhasil;

Bahwa  Penggugat   menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa   untuk singkatnya uraian  putusan ini,  maka semua hal  yang

termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan

dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

 Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat tidak  datang  menghadap  di

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain  untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

tanggal   17  Oktober  2019    dan  relaas  tanggal  7  November  2019  yang

dibacakan di persidangan,  Tergugat telah  dipanggil  secara  resmi  dan patut,
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sedangkan  tidak  ternyata  bahwa  tidak  datangnya  Tergugat   tersebut

disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa  Tergugat  yang dipanggil secara  resmi dan  patut

akan  tetapi  tidak  menghadap  harus  dinyatakan  tidak  hadir  dan  gugatan

tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan  Pasal   149 ayat (1) R.Bg,

yaitu  putusan  yang  dijatuhkan  tanpa  hadirnya  Tergugat   dapat  dikabulkan

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis  hakim

membebani Penggugat  untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang,  bahwa  untuk  membuktikan  dalil-dalil  gugatannya

Penggugat  telah mengajukan bukti surat P.  serta  2 (dua) orang saksi; 

Menimbang, bahwa bukti P1 (Fotokopi  Kutipan Akta Nikah) yang telah

bermeterai  cukup,  di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta

otentik,  isi  bukti  tersebut  menjelaskan mengenai  pernikahan Penggugat  dan

Tergugat  sehingga bukti  tersebut  telah  memenuhi  syarat  formil  dan materiil,

serta  mempunyai  kekuatan  pembuktian  yang  sempurna  dan  cukup,  sesuai

Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi-saksi  yang di hadapkan Penggugat bernama

Doddy Tressiyo bin R. Subagio dan  Bobby Ertanto bin Robyanto, saksi-saksi

Penggugat  tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan

keterangannya  telah  disumpah  terlebih  dahulu,  sehingga  memenuhi  syarat

formil sebagaimana diatur dalam  Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab persellisihan, adalah

fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami     sendiri dan relevan dengan

dalil-dalil  yang harus dibuktikan oleh Penggugat,  oleh karena itu keterangan

saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam

Pasal  308  R.Bg,  sehingga  keterangan  saksi  tersebut  memiliki  kekuatan

pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;
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 Menimbang,  bahwa  keterangan  saksi  1  dan  saksi  2  Penggugat

bersesuaian  dan  cocok  antara  satu  dengan  yang  lain  oleh  karena  itu

keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi     Pasal 308 dan Pasal 309

R.Bg.;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  bukti  P,  Saksi  1  dan  Saksi  2

Penggugat  telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 20 Januari 2001;

2. Bahwa sejak  tahun 2015   telah terjadi perselisihan dan pertengkaran

antara  Penggugat  dan  Tergugat  yang  disebabkan,  Tergugat   menjalin

hubungan asmara dengan wanita lain;

3. Bahwa sejak bulan Maret 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah

berpisah  tempat  tinggal.   Pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan

Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  tersebut  di  atas  dapat

disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang

sah;

2. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga

Penggugat  dan  Tergugat  yang  disebabkan  Tergugat  memiliki  hubungan

asmara dengan wanita lain;  

3. Bahwa sejak bulan Maret  2017, Penggugat dan Tergugat telah berpisah

tempat tinggal.  Pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat agar

dapat rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa fakta hukum tersebut  telah memenuhi  Pasal  39

ayat  (2)  Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  junctis Pasal  19  huruf  (f)

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam;

             Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas,   Majelis Hakim

dapat menyimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah retak,
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di  mana  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran dan telah berpisah tempat tinggal selama   lebih dari dua tahun

sehingga  kewajiban  suami  istri  sebagaimana  dimaksud  Pasal  33  Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan

sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur’an Surat Ar-Ruum ayat (21) jo. Pasal

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam,

yaitu  untuk  membentuk  keluarga  (rumah  tangga  yang  bahagia  dan  kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang  sakinah,

mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat; 

Menimbang,  bahwa  ketika  kondisi  rumah  tangga  tidak  mungkin  lagi

diteruskan karena tidak adanya itikad baik dari salah satu pihak atau keduanya

untuk melanggengkan rumah tangga hingga berakibat kepada kehidupan yang

menyengsarakan  bagi  salah  satu  pihak  atau  keduanya,  maka  hal  tersebut

merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, dan apabila dipaksakan

untuk  mempertahankannya,  patut  diduga  bahwa  hal  itu  akan  berakibat

kemafsadatan atau mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal

menurut kaidah fiqhiyyah:

المصالح     جلب على مقدم المفا  سد درء

Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari  pada mencari/

memperoleh kemaslahatan”;

              Menimbang, bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum dan

terbukti  pula tidak melawan hukum sebagaimana maksud Pasal  39 ayat  (2)

Undang-Undang  Nomor  1  Tahun  1974  jo.  Pasal  19  huruf  (f)  dan  Pasal  21

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.   Pasal 116 huruf (f) Kompilasi

Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

              Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan  saksi-

saksi di persidangan telah terbukti bahwa selama perkawinan Penggugat  dan

Tergugat  diakruniai 3 (tiga) orang anak  bernama;

a. M. Risal Nursandi, lahir di Sanga Sanga 22 Juli 2001;

b.  Naila Davina Zahra, lahir di Sanga Sanga 01 Juli 2006;
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c.  Atha Reivan Alfarizi, lahir di Sanga Sanga 27 Maret 2019; 

 Dan  ketiga anak tersebut diasuh dan dipelihara  oleh Penggugat  dan selama

terjadi pisah dengan Tergugat  biaya hidup anak-anak tersebut ditanggung oleh

Penggugat;

              Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara

secara fisik, mental, dan kecerdasannya adalah tanggung jawab kedua orang

tua sesuai yang diamanatkan pasal 45 undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan

tanggung jawab bersama tersebut berlangsung terus menerus meskipun ikatan

perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai.

              Menimbang, bahwa meskipun di dalam petitum primair  gugatan

Penggugat tidak menuntut  agar pemeliharaan ketiga anak  yang bernama  M.

Risal Nursandi, lahir di Sanga Sanga 22 Juli 2001, Naila Davina Zahra, lahir di

Sanga Sanga 01 Juli 2006 dan Atha Reivan Alfarizi, lahir di Sanga Sanga 27

Maret 2019 diserahkan kepada Penggugat, namun dalam hal ini majelis  dapat

mempertimbangkan  sebagaimana  dalam  petitum  subsidair,   yakni   apabila

majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

              Menimbang, bahwa di  persidangan  terungkap fakta bahwa selama ini

ketiga anak tersebut  diasuh dan dipelihara oleh Penggugat dan selama dalam

asuhan dan pemeliharaan Penggugat  dalam  keadaan baik dan terjaga,  anak-

anak  tersebut tetap tumbuh sehat dan mengalami perkembangan baik secara

fisik, mental dan kecerdasannya dan tidak terdapat bukti bahwa selama dalam

pengasuhan Penggugat  anak tersebut mengalami penderitaan lahir bathin.

              Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut dan fakta hukum

yang menunjukkan bahwa  anak tersebut tetap dalam keadaan sehat jasmani

dan rohani dan masih dalam keadaan belum mumayyiz, maka majelis hakim

berdasarkan  petitum   subsidair dapat menetapkan hak asuh dan pemeliharaan

ketiga anak tersebut  kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 105

huruf (a) Kompilasai Hukum lslam yang menyatakan bahwa anak yang belum

mumayyiz atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh

dan memeliharanya; 
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           Menimbang, bahwa  oleh karena ketiga anak  yang bernama M. Risal

Nursandi,  lahir  di  Sanga Sanga 22 Juli  2001,   Naila  Davina Zahra,  lahir  di

Sanga Sanga 01 Juli 2006, dan  Atha Reivan Alfarizi, lahir di Sanga Sanga 27

Maret 2019 ditetapkan hak asuh dan pemeliharaannya (hak hadhanah)   kepada

Pengugat sebagai ibunya, maka biaya pemeliharaannya harus ditanggung oleh

Tergugat sebagai ayahnya sesuai  Pasal 105  huruf (d) dan Pasal 149 huruf (d)

Kompilasi Hukum Islam;

              Menimbang, bahwa oleh karena   ketiga anak Penggugat dan Tergugat

hak asuhnya diberikan kepada Penggugat,   maka  Penggugat  berkewajiban

memberikan  akses  kepada  Tergugat  untuk  bertemu  dengan  anak-anaknya

tersebut, karena itu bila Penggugat tidak memberi akses kepada Tergugat untuk

bertemu  dengan  anak-anaknya,  maka   hal  tersebut  dapat  dijadikan  alasan

Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah ke pengadilan;

           Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak menuntut nafkah anak

kepada Tergugat   sebagai  ayah dari  ketiga anak yang  bernama   M.  Risal

Nursandi, lahir di Sanga Sanga 22 Juli 2001, Naila Davina Zahra, lahir di Sanga

Sanga 01 Juli 2006 dan  Atha Reivan Alfarizi, lahir di Sanga Sanga 27 Maret

2019  tetapi  berdasarkan Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, majelis

hakim karena jabatannya (secara ex officio) dapat menetapkan  biaya nafkah

ketiga  anak  anak  tersebut  yang  harus  dibayar  oleh  Tergugat  kepada

Penggugat, namun demikian mengenai jumlah pembebanan harus disesuaikan

kebutuhan si anak disatu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain.

              Menimbang, bahwa  berdasarkan  keterangan Penggugat, bahwa

Tergugat  sebagai karyawan  swasta  mendapat  penghasilan/gaji sebesar   Rp

10.   000.  000   (sepuluh  juta  rupiah)  setiap  bulannya,   karena  itu  majelis

menetapkan besarnya nafkah untuk  anak-anak   tersebut  M. Risal Nursandi,

lahir di Sanga Sanga 22 Juli 2001, Naila Davina Zahra, lahir di Sanga Sanga 01

Juli 2006 dan Atha Reivan Alfarizi, lahir di Sanga Sanga 27 Maret 2019. sesuai

kebutuhan ketiga  anak dipandang telah cukup jika ditetapkan  sebesar Rp. 3.

000. 000 (tiga  juta rupiah). Jumlah tersebut dipandang layak dan pantas serta
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dapat memenuhi rasa keadilan karena jumah tersebut tidak akan memberatkan

Tergugat;

Menimbang,  bahwa  oleh  karena  perkara  ini  masuk  dalam  bidang

perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun

1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya

perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

              Mengingat,  semua  pasal  dalam  peraturan  perundang-undangan  dan

hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;  

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Menjatuhkan  talak  satu  ba'in  sughra  Tergugat  (Opi  Apriansyah  alias

Apriansyah  bin  H  Nor  Ipansyah)  terhadap  Penggugat  (Untari  Triani

Wulandari binti R Subagio AS);

4. Menetapkan anak yang bernama  M. Risal Nursandi bin Opi Apriansyah

alias Apriansyah, lahir di Sanga-Sanga  tanggal  22 Juli 2001,  Naila Davina

Zahra  binti   Opi  Apriansyah  alias  Apriansyah,  lahir  di  Sanga-Sanga 

tanggal  1  Juli  2006,  dan  Atha  Reivan  Alfarizi  bin  Opi  Apriasyah  alias

Apriansyah, lahir di Sanga-Sanga tanggal 27 Maret 2019 berada di bawah

hadhanah  Penggugat,  dengan  kewajiban  memberikan  akses  kepada

Tergugat untuk bertemu dengan anak-anak tersebut;

5. Menghukum  Tergugugat  membayar  nafkah  anak  kepada  Penggugat

 sebesar Rp  3. 000. 000 (tiga juta rupiah), setiap bulannya sampai anak

tersebut  dewasa  atau  berumur  21  tahun,  di  luar  biaya  kesehatan  dan

pendidikan; 

6. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp. 1. 016. 000 (satu juta enam belas ribu  rupiah); 
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Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis

Hakim  yang  dilangsungkan  pada  hari  Kamis   tanggal 14  November  2019

Masehi, bertepatan dengan tanggal  17 Rabiul Awwal  1441 Hijriah, oleh kami

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag  sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H., M.H.  masing-masing sebagai Hakim Anggota,

putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga  hari  Kamis   tanggal 14 November 2019    Masehi,  bertepatan dengan

tanggal  17  Rabiul  Awwal  1441  Hijriah,  oleh  Ketua  Majelis  tersebut  dengan

didampingi  oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh  Fasry Heldha Dwisuryati,

S.H.I.  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh  Penggugat   tanpa

hadirnya Tergugat; 

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Mursyid

Ketua Majelis,

Drs. H. Taufikurrahman, M.Ag
Hakim Anggota,

Muhammad Hasbi, S.Ag., S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Fasry Heldha Dwisuryati, S.H.I.
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Perincian biaya :

  1.  Pendaftaran  dan PNBP Rp             50.000,00
   2.  Proses Rp             50.000,00
  3.  Panggilan Rp           900.000,00
  4.  Redaksi Rp             10.000,00
  5.  Meterai Rp               6.000,00

    Jumlah Rp        1.016.000,00
    ( satu juta enam belas ribu rupiah ) 
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